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ABSTRAKSI

ANDIKA HL TOBING, Hukum Perdata Perburuhan, FakaltaHukum

Universitas Brawijaya, Oktober 201Efektivitas Pasal 4 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992 (Studi di Wilayah Tugas® Tenaga Kerja dan
Sosial Kota Malang)Dr. A. Racmad Budiono, SH.MH; Budi Santoso, SH.LLM.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas meaigeasalah Efektivitas Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang JaminaialSkenaga Kerja di Kota Malang.
Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya pemberite@@ngenai masih belum efektifnya
pelaksanaan program-program Jaminan Sosial Tenaga # Indonesia, selain itu dari hasil
pra-survey penulis juga memperoleh informasi meagerasih adanya perusahaan di Kota
Malang yang tidak melaksanakan amanat yang terkendalam penegasan pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang JaminasialSdenaga Kerja untuk
pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja/buruhrgjadddam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja.

Dalam upaya mengetahui kenyataan yang terjadi ghinigan khususnya di Kota Malang,
maka metode pendekatan yang digunakan adalah syenapiris, mengkaji dan menganalisa
permasalahan yang ditetapkan secara yuridis daihahebkta empiris secara obyekiif.
Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa secaaiptf kualitatif dan deskriptif analitis.
Penulis mendapatkan data primer di Kantor DinasagarKerja dan Sosial Kota Malang,
dengan mewawancarai Informan Kunci. Kemudian penjiga melakukan wawancara
kepada perusahaan yang belum sepenuhnya melaksamakmat Undang-undang Jaminan
sosial Tenaga Kerja khusus pasal 4 ayat (1). Pejuia mengumpulkan data-data sekunder
dari Badan Pusat Statistik Kota Malang, Penguruba@g Konfederasi serikat Pekerja
Seluruh Indonesia, dan PT. JAMSOSTEK Malang seliagdan Penyelenggara.

Berdasar hasil penelitian, penulis memperoleh jawadias permasalahan yang ada, bahwa
pelaksanaan amanat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undamgm\B Tahun 1992 Tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja di Kota Malang sangat tidaktéfeKetidakefektivan pelaksanaan
disebabkan oleh faktor yang pertama yaitu faktarksiiral. Dalam hal ini adalah pengawas
bidang ketenagakerjaan yang kurang ketat dalam ameag] dan kurang tegas untuk langsung
menjatuhkan sanksi bagi pelanggar. Sedangkan faktanjutnya adalah faktor kultur. Dari
hasil penelitian ditemukan kenyataan tentang perilpengusaha yang masih kurang
memperdulikan kesejahteraan pekerja/buruhnya.

Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, penulis nfikmbeberapa saran. Pertama kepada
pemerintah pusat, penulis menyarankan bahwa péakuéian penambahan jumlah pegawai
pengawas di bidang ketenagakerjaan. Kedua, sarafipé&érhadap Dinas Tenaga Kerja dan
Sosial Kota Malang. Dalam menjalankan pengawasaerldkan ketegasan dari pengawas
apabila menemukan pelanggaran oleh pengusahan $elasosialisasi dan pembinaan bagi
pengusaha oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Katarlg juga merupakan hal yang wajib
dan mendesak untuk digalakkan guna menjadikan daaght (1) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerjaifefek

viii
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimakanhumerupakan
panglima atau pemimpinnya. Hal tersebut tidak ddpepaskan dari sifat hukum
yang selalu berada di tengah-tengah masyarakatndinmaasyarakat sendiri
senantiasa berkembang. Untuk itu, hukum wajib mkmguatu efektivitas,
apabila hukum sudah tidak efektif, maka tidak admyang bisa mengatur negara
Indonesia menuju ke arah yang lebih maju. Dari thigga kapanpun, kita selalu
berurusan dengan hukum atau sistem hukum, tidak/auig terlewat dari sistem
hukum. Banyak sekali aturan dan peraturan yang ragakukan hukum. Segala
sesuatu yang mengatur kehidupan kita itu semuait@nkdengan hukum.

Bercermin dari begitu pentingnya hukum di negama imaka pemerintah
melalui lembaga legislatif melaksanakan pemikirarsgbut dengan membuat
peraturan-peraturan perundang-undangan, sebagaikb@yata dari hukum yang
bertujuan mengatur masyarakat. Mengingat perara stemaga kerja dalam
pembangunan nasional meningkat dengan disertaagaribantangan risiko yang
dihadapi, pemerintah merasa perlu memberikan perigan, pemeliharaan dan
peningkatan kesejahteraan kepada tenaga kerjajggehpada gilirannya akan
dapat meningkatkan produktivitas nasional. Makalahsasatu Peraturan
perundang-undangan yang dibuat adalah Undang-Undangpr 3 Tahun 1992

Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Tujuan perabu&tndang-undang



mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini adalamanga untuk memberikan
jaminan ganti kerugian untuk tenaga kerja yang rakamgi hal buruk saat bekerja,
memberikan jaminan untuk kelangsungan hidup tekaga di hari tuanya serta
memberikan jaminan untuk pemeliharaan kesehatamgéenkerja berikut
keluarganya. Bahkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja jognjamin adanya
santunan kematian bagi keluarga sang tenaga kesjaila tenaga kerja tersebut
meninggal dunia.

Seperti yang dinyatakan oleh Gerry Silaban dalammalnya, bentuk
perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesegdrt diselenggarakan
dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kengy y@ersifat dasar, dengan
berazaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gatyoggr Pada dasarnya
program ini menekankan pada perlindungan bagi tenkegja yang relatif
mempunyai kedudukan yang lebih rendah dalam hubukega’

Oleh karena itu, sebagai penjabaran Pasal 4 ayatftlang-undang
Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenagga,K@engusaha
memegang tanggung jawab utama untuk mengikutsert@keaga kerjanya pada
program jaminan sosial tenaga kerja. Dan sudahnbatantu, secara moral
pengusaha mempunyai kewajiban untuk melaksanakan rdaningkatkan
perlindungan serta kesejahteraan bagi tenaga kerjadisamping itu, untuk
mensukseskan program jaminan sosial tenaga kerjgnaga kerja juga sangat
diharapkan berperan aktif dan ikut bertanggungjaetals pelaksanaan program

jaminan sosial tenaga kerja.

! Gerry Silaban. Jamsostek, Hambatan dan upayaajeng@pesertaatlSU Digital Library.
Volume 1, Fakultas Hukum USU, Medan, 2004, Him. 1.



Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dimaksudkankumenumbuhkan
kemandirian dan menjaga harkat dan martabat sartg tiri tenaga kerja dalam
menghadapi risiko sosial ekonomi. Sedangkan tujaarinan sosial tenaga kerja
adalah mengurangi ketidakpastian masa depan terhagm yang akan
menunjukan ketenangan sehingga dapat meningkatkdokiivitas tenaga kerja.

Kenyataan di negara Indonesia memiliki jumlah ¢en&kerja sebanyak
119.400.000 jiwa pada bulan Pebruari 26 Tenaga kerja tersebut terbagi-bagi di
berbagai sektor pekerjaan, mulai dari Pegawai Neggil, Tentara Nasional
Indonesia, pekerja/buruh, karyawan, Polisi dan bBahRengangguran. Untuk
jumlah pekerja/buruh sendiri adalah sebesar 340B00jiwa® Dan dari jumlah
pekerja/buruh tersebut, sesuai data dalam artikehdfiterian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Indonesia, data jumlah pekerja/buargyterdaftar aktif ikutserta di
PT. Jamsostek adalah sebesar 9.970.000%jivpabila dimasukkan ke dalam
persentase, maka besar persentase pekerja/burghakéih ikutserta ke dalam
program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesiabdsebesar 28,89% dari
jumlah seluruh pekerja/buruh di Indonesia.

Pada tingkat provinsi, pelaksanaan Jaminan Sosiahga Kerja juga masih
belum sepenuhnya. Di Sumatera Utara misalnya, algierdata sebesar 40%
tenaga kerja yang masih belum ikutserta ke dalaocgrpm Jaminan Sosial

Tenaga Kerja. Seperti yang disampaikan oleh Kepateas Tenaga Kerja dan

2 http://tnp2k.waprestri.go.id.inilajumlah angkatan kerja indonesia diakses tang@#téber

2011

® Berita Resmi Statistik No. 33/05/Th. XIV, 5 Mei20 him 7.
“http://www.dpp.pkb.or.id/index.php?option=com_cansview=article&id=3417:kemenakertran
s-jumlah-peserta-jamsostek-masih-rendah&catid=4#abpasional&ltemid=118 diakses tanggal
4 Oktober 2011




Transmigrasi Sumatera Utara. Beliau berjanji untakus mensosialisasikan
program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, karena halsamgat penting dan
merupakan bentuk perlindungan terhadap pekerjaibuidal senada juga
dinyatakan oleh Humas PT.JAMSOSTEK, Sinco SimangllaData yang ada
pada PT.JAMSOSTEK cabang Medan hingga 1 Maret 20idah 129.066
pekerja/buruh yang ikut serta pada program Jam8wsial Tenaga Kerja. Lain
halnya dengan Ketua Umum Aliansi Pekerja IndoneKialahman Saragih.
Beliau langsung menitikberatkan kepada kelemaham®iTenaga Kerja dan
Transmigrasi Medan yang lemah dan kurang cepatkuiaa penindakan.

“Ini membuktikan Disnakertrans lemah dalam melakyb@ngawasan,"

Menurutnya (Kolahman Saragih), berdasarkan UU NID®Z2, setiap

pengusaha yang tidak menyertakan karyawannya dagiaogram

Jamsostek akan mendapatkan saksi pidana maksitaald dan denda

maksimal Rp500 juta.

"Disnaker harus melakukan penindakan karena meanpbkver untuk

memberikan sanksi," pungkasmya.

Kenyataan yang terjadi di tingkat nasional dan paugkat provinsi tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, ternyata hampir lehégrgan yang terjadi di tingkat
Kabupaten/Kota. Hal ini ditunjukkan dengan ditenmukga kasus perusahaan
yang tidak mematuhi peraturan perundangan untukgikeisertakan tenaga
kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kd&jakawasan Kabupaten
Malang, hanya setengah dari jumlah pekerja/burutwitayah tersebut yang

ikutserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Bukanya di Kabupaten

Malang, di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta selalam Kebon Jeruk, Jakarta

> http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_eot&view=article&id=131749:40-
karyawan-di-sumut-tak-ikut-jamsostek&catid=15:su&itemid=28 diakses tanggal 4 Oktober
2011




Barat masih terdapat ratusan karyawan yang beludaftar dalam Jaminan
Sosial Tenaga Kerja.

Melihat kenyataan dalam tataran nasional, providsin bahkan tingkat
kota/kabupaten di Indonesia, peneliti menjadi téctauntuk menemukan
kenyataan yang ada di Kota Malang. Kota Malang peg<an kota beriklim sejuk
yang terletak di Provinsi Jawa Timur Indonesia. &Kati adalah kota terbesar
nomor 2 di Jawa Timur. Di kota ini banyak sekalrysahaan yang bergerak di
bidang pabrikasi, konstruksi, jasa dan banyak l@gnya. Ukuran perusahaan di
Kota Malang juga bervariasi, mulai dari perusahaamg berukuran kecil,
menengah hingga perusahaan yang berukuran besarsaRaan-Perusahaan
tersebut menggunakan tenaga kerja yang jumlahnglak tisedikit dalam
menjalankan usaha.

Kembali meninjau kenyataan terkait kepesertaan rmiSosial Tenaga
Kerja tersebut di atas, tampak jelas sekali akaanyal suatu ketidaksesuaian
antara peraturan yang mengatur tentang kewajibagusaha mengikutsertakan
tenaga kerjanya dalam jaminan sosial tenaga ké&rnjtra kewajiban pengusaha
tersebut yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1 Undakdgng Nomor 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kegas( sollei dengan fakta-fakta riil terkait
pelaksanaan yang terjadi di lapangan, lebih tepathyperusahaan—perusahaan
yang berkewajiban mengikutsertakan tenaga kerjgraga program Jamsostek
(das seiph Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan adanya gsafathan.

Permasalahan tersebut menjadi suatu indikasi batewarapan pasal 4 ayat (1)

® http://metro.kompasiana.com/2011/02/02/pengawgmasestek-memble-ribuan-karyawan-tak-
dapatkan-jaminardiakses tanggal 15 Agustus 2011




Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang JaminamlSdtenaga belum
efektif. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mi@has lebih dalam
mengenai kenyataan yang ada di Kota Malang. Bagaimm juga tetap
dibutuhkan sebuah penelitian untuk mendapat kesanpgang tepat. Dalam hal
ini, secara khusus mengenai Undang-Undang Nomoaluim 1992 Tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Lebih khusus lagi meaigkeefektifan pasal 4
ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992.
B. Rumusan Masalah
Bagaimana efektivitas pasal 4 ayat 1 Undang—Unddogior 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kota Malang?
C. Tujuan Penelitian

Yang dimaksud dengan tujuan penelitian adalah aasgang ingin dicapai
atau diperoleh dari suatu penulisan. Adapun tuilanpenulisan karya ilmiah ini
adalah: Untuk mendeskripsikan efektivitas pelakaangasal 4 ayat 1 Undang-
Undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosiahgee Kerja di Kota
Malang.
D. Manfaat
Manfaat dari penulisan skripsi ini dibedakan mengag, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dalam rangka pengembammamgetahuan hukum
Ketenagakerjaan khususnya di bidang jaminan stesiaba kerja.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi pembentuk undang-undang



Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambamasukan dan bahan
pertimbangan dalam membuat undang-undang selaajutatau
merevisi undang-undang yang sudah ada.

b. Bagi pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemédrintantuk
memberikan pengawasan lebih atau hal — hal yamgdép perlu, guna
menegakkan hukum.

c. Bagi Pengusaha
Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengusaitak lebih
memberikan perhatian terhadap peraturan-peraturang ydibuat
pemerintah, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

d. Bagi Pekerja/Buruh
Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan bukaim &ak-hak yang
seharusnya mereka terima.

e. Bagi mahasiswa pada umumnya
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagdiab masukan dan
informasi untuk penelitian-penelitian selanjutny®ehingga semakin
menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum, khusugmyga
pengetahuan hukum perburuhan.

E. Sistematika Penulisan
BAB I: PENDAHULUAN
Bab | menguraikan tentang latar belakang yang nsamddilakukannya

penelitian, dalam latar belakang ini, penulis jugalengkapi dengan



alasan-alasan yang lengkap dan tepat. Selainbatakang, penulis juga
menempatkan rumusan masalah. Yaitu hal yang mepgdioalan, dan
jawaban dari persoalan itu yang ingin diketahui gién Selanjutnya
tujuan penelitian, merupakan hal yang menjadi méldari diadakannya
penelitian. Kemudian manfaat penelitian, dan teraksistematika
penulisan.
BAB II: KAJIAN PUSTAKA
Dalam bab ini diuraikan mengenai dasar penulis kogkan penelitian.
Berisi teori-teori ilmiah yang terkait dengan masaldalam penelitian
yang meliputi pengertian-pengertian umum, makna kétktivitas, teori
efektivitas oleh beberapa ahli hukum, dan tinjausmum mengenai
Jaminan Sosial tenaga Kerja.
BAB Ill: METODE PENELITIAN
Bab Il terdiri dari enam sub bab. Sub bab pertansanbahas alasan
pemilihan lokasi. Sub bab kedua menguraikan jemis sumber data
dalam menyusun laporan penelitian ini. Sub babgketnenerangkan
teknik pengumpulan data. Sub bab keempat menjelagkatang
populasi dan sampel. Sub bab kelima tentang tekmalkisa data. Sub bab
keenam berisi definisi operasional.
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan damusan masalah
yang diangkat. Berawal dari pembahasan secara umuenuju

pembahasan secara khusus.



BAB V: PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada dadtelumnya dan
saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi karasyang
bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA
Segala sumber tertulis penulis dalam menyusun dappenelitian ini.
Terdiri dari sumber buku, sumber perundang-undanggm juga sumber

tertulis yang penulis dapatkan dari website interne



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum
1. Istilah - Istilah
a. Tenaga Kerja
Pengertian Tenaga Kerja sesuai pada Bab 1 pasagkh 2 UU no
13 tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakpekerjaan guna
menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memekebutuhan
sendiri maupun untuk masyarakat masyarakat. Makah tanaga kerja
adalah setiap orang yang mampu melakukan pekefjaan.
b. Perlindungan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah parbuat
melindungi, atau juga perbuatan menjadikan amaitu sigapat, lokasi
atau subyeR.Dalam konteks perlindungan untuk tenaga kerjazddibih
kepada seperti yang dijelaskan dalam pengertianngamsosial tenaga
kerja, yaitu memberi sebuah santunan untuk mengkgnigian.
c. Pekerjaan dalam hubungan kerja
Merupakan suatu kegiatan kerja yang dilakukan giekerja/buruh.
Dapat dinyatakan demikian karena pasti yang menkala adalah buruh,
sesuai yang kita ketahui, hubungan kerja adalahurgdn antara

pengusaha dengan pekerja / buruh berdasarkan jmerjakerja yang

’ Abdul R BudionoHukum Perburuhanlakarta, Indeks, 2009, Him 9.
8 pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 198¥sBesar Bahasa Indonesia. Edisi |l
cetakan IX.

10
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mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. kgdukerja tersebut
adalah sesuatu yang abstrak, sedang perjanjiaa &dglah sesuatu yang
konkret?
d. Pekerja/buruh

Pengertian Pekerja/buruh sesuai pada Bab 1 passkh 3 UU no 13
tahun 2003 adalah setiap orang yang bekerja demgaerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
e. Pengusaha

Pengertian Pengusaha sesuai pada Bab 1 pasal 4 andkl no 13
tahun 2003 adalah:

a. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hy&kngimenjalankan
suatu perusahaan milik sendiri.

b. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hy&ogisecara berdiri
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

c. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hyiamg berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimalaac huruf a
dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

2. Penegasan Pasal

a. Pasal 3 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 3 Tahul992 tentang
jaminan Sosial Tenaga Kerja

(1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga jaker
diselenggarakan program jaminan sosial tenaga keygng
pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekaasmansi.

(2) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sesiaba kerja.

® Adrian Sutedi,Hukum PerburuhanJakarta, Sinar Grafika. 2009, Him 45.
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Sesuai penegasan Pasal 3 tersebut, mekanisme ygungakihn
adalah asuransi dan setiap tenaga kerja berhakjatasan sosial
tenaga kerja.
b. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 129entang
Jaminan Sosial Tenaga kerja
(1) Program Janiman Sosial Tenaga Kerja sebagaindamaksud
dalam pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusabagi tenaga kerja
yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kemgaiasedengan
ketentuan Undang-undang ini.
Sesuai penegasan pasal 4 ayat (1) tersebut, mékaudtian bahwa
subyek hukum yang disorot adalah pengusaha. Dam&anengikutsertakan
adalah kewajiban pengusaha, maka diikutsertakdalatlak pekerja/buruh.
B. Kajian Umum Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang beraada efeknya (akibat,
pengaruh, kesannya) dapat membawa hasil, berdaga tentang tindakan.
Efektivitas hukum adalah pengaruh hukum terhadapsyarakat, inti dari
pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah penla@kga masyarakat sesuai
dengan hukum yang berlakliKalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang
diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum, mal@atddikatakan bahwa
hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Efektivitas diartikan sebagai taraf sampai sejauéinansuatu kelompok

mencapai tujuannya, hukum dikatakan efektif jikgath dampak hukum yang

efektif. ** Efektivitas hukum memiliki hubungan erat dengaahasyang dilakukan

1% Sperjono Soekant&fektivitas Hukum dan Peranan Sani&andung, Remadja karya. 1985,
Him 22
! Soerjono SoekantadBeberapa aspek Sosio Yuridis Masyaralakarta, Ul Press. 1983, Him 32
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yaitu agar hukum yang diterapkan benar-benar hahlpm masyarakat, artinya
hukum benar-benar berlaku secara sosiologis. Bgsfoga hukum sedemikian
itu sangat tergantung pada usaha menanamkan heksebtt, reaksi masyarakat
dan jangka waktu menanamkan hukum tersebut. Peaedakkum yang efektif
tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan warga makgasecara aktif.
C. Kajian umum teori — teori efektifitas hukum

Kajian ini berisikan berbagai teori yang melandasmikiran penulis tentang
efektifitas hukum. Terdapat berbagai macam teomgyanembahas tentang
efektivitas hukum.

1. Menurut Lawrence M. Friedman

Dalam bukunya, efektivitas suatu perundang - uralangangat

dipengaruhi 3 faktor, yaittf

1. Substansi Hukum, Norma-norma Hukum (peraturan, tkesam) yang
dihasilkan dari produk hukum. Dalam hal ini yangnpaei substansi
hukum adalah Undang-undang Jaminan Sosial Tenaga. Ke

2. Struktur Hukum, yang dimaksud dengan struktur hukwadalah
Kelembagaan yang diciptakan sistem hukum yang mgkioikan
pelayanan dan penegakan hukum. Untuk mengetahktivitizs Undang-
undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini yang mearpakuktur hukum

adalah Pengawas bidang ketenagakerjaan dan peansahzransi..

2| awrence M. Friedman, 1984, American Law An Iduiotion Second Editiortdukum Amerika
Sebuah Pengantaterjemahan oleh Wishnu Basuki, Jakarta, PenBfhifTatanusa, 2001, him 7.
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3. Budaya Hukum, merupakan ide, sikap, harapan, pemdim nilai yang
ada di dalam pemikiran dan perilaku masyarakat mutempat peraturan
dijalankan. Walaupun peraturannya sangat baik diéengkapi oleh
aparatur hukum yang cakap dalam menegakkannyaa tzhgnya budaya
hukum yang kondusif di masyarakat, maka akan sdhuah produk
perundang-undangan untuk berjalan secara efekidapa hukum dalam
penelitian ini adalah sikap pengusaha mengikutsantaenaga kerjanya

pada program jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2. Menurut Satjipto Rahardjo

Seperti pada kajian umum yang penulis utarakanls®inga, Satjipto
Rahardjo menambah 1 faktor lagi dari pendapat lagaeéV. Friedman yang
dijadikan pedoman dalam penentuan efektifitas hykyaitu sarana dan

prasand>

3. Menurut Soerjono Soekanto

Beliau menyatakan, masalah pokok dari penegakanrhudebenarnya
terletak pada faktor — faktor yang mempengaruhimaktor — faktor yang

dimaksud adalafi

1. Hukum sendiri, dibatasi pada Undang-undang saja.

2. Penegak Hukum, pembentuk dan yang menerapkan hukum.

13 satjipto Raharjomasalah penegakan hukuBandung, penerbit alumni, 1985, him. 14
* Soerjono Soekanto, Faktor — faktor yang mempemgg@enegakan hukum, Bandung, Penerbit
Alumni, 2002, him. 5
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3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakanrhuku
4. Masyarakat tempat hukum tersebut berlaku.
5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta daa y@ng didasarkan

pada karya manusia dalam pergaulan hidup.

4. Menurut A. Mukthie Fajar

Faktor — faktor yang penting dalam penegakan hu&datah'>

1. Substansial : Pengkaidahannya harus jelas danmidékinterpretasi.

2. Sturktural : Penegakan hukum sangat ditentukan aferatur penegak
hukumnya, yaitu orang — orang atau pejabat — pejgbhag secara
langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeahhdan usaha —
usaha untuk menegakkan hukum.

3. Kultural : Sikap para Yustisiabel sangat membardgnegakan hukum di
suatu negara dan hal ini berhubungan erat dengasudkgaan,
pengetahuan dan pendidikan, semua sangat berpbBnbgagi kesadaran
hukum para yustisiabel tersebut.

4. Menejerial : Pengorganisasian dalam penegakan huamgat penting,
misal bagaimana menghindari tumpang tindih peratupgnyebarluasan

dan penyelesaian perkara agar tidak berlarut + laru

Peneliti sendiri dalam penelitian mengartikan efedas ini lebih mengarah

kepada teori efektivitas dari Lawrence M. Friedm8ecara garis besar, faktor

!5 A, Mukhtie FadjarPenegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan, kuliammuamiuk
pembukaan tahun akademik baru Fakultas Hukum Usiitzey Brawijaya Malang, 2 sebtember
2002 him. 2
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yang dapat mempengaruhi efektivitas dari pelaksarastu produk hukum
menurut Lawrence M. Friedman adalah faktor substatsiktur dan budaya
hukum. Untuk mengembangkan kinerja ketiga faktoseleut dapat dibayangkan
apabila faktor strukrur hukum adalah sebuah mesmka substansi hukumnya
adalah apa yang dihasilkan mesin tersebut. Sedargk#aya hukum adalah apa
atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidugkan mematikan,
menetapkan bagaimana mesin itu dipergunakan.
D. Tinjauan Umum Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlirmduiiqgi tenaga kerja
dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengghaigian dari penghasilan
yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebadstgkeristiva atau keadaan
yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaga, lsakit, hamil, bersalin, hari
tua dan meninggal dunfd. Rumusan ini menunjukkan dengan jelas bahwa
jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu pergah bagi tenaga kerja.
Wujud perlindungan tersebut adalah santunan uaag, pgtlayanan. Jamsostek
dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untukengatasi resiko sosial
ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung ordam dalam membiayai
perawatan pada waktu sakit, kehidupan dihari tuaipma keluarganya bila
meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan terdetiperoleh sebagai hak dan
bukan belas kasihan orang lain. Program ini merkéerperlindungan bersifat

dasar, untuk menjaga harkat dan martabat manksiarjengalami resiko-resiko

18 Zulaini WahabDana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja IngianBandung, Citra
Aditya Bakti, 2001, HIm 215
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sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkelu méngusaha dan tenaga
kerja.

1. Ruang lingkup Program Jaminan Sosial Tenaga Keg

Adapun ruang lingkup program Jaminan Sosial telagg berdasarkan
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1882h:
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
b. Jaminan Kematian (JKM)
c. Jaminan Hari Tua (JHT)
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
1.1 Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah santunan berupa sabagai
pengganti biaya pengangkutan, biaya pemeriksaaayabipengobatan
dan/atau perawatan, biaya rehabilitasi serta santsamentara tidak mampu
bekerja, santunan cacat sebagian atau selama-lamatay cacat total
selama-lamanya baik fisik maupun mental, santuranakian sebagai akibat
peristiwa berupa kecelakaan kelalenaga kerja yang tertimpa kecelakaan
kerja berhak menerima Jaminan kecelakaan Kerja JJKKcelakaan Kerja
adalah Kecelakaan yang terjadi berhubung dengaongabkerja, termasuk
penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikiala kecelakaan yang
terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menempat kerja, dan

pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau waialui.

7 1bid, him 219
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1.2 Jaminan Kematian

Jaminan Kematian adalah santunan kematian berupg twmai dan
santunan berupa uang untuk pengganti biaya pemakasaperti pembelian
tanah, peti jenazah, kain kafan, transportasi skaiahal yang berkaitan
dengan tata cara pemakaman sesuai dengan adatatistegama, dan
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kaladisah masing-
masing dari tenaga kerja yang bersangktftarenaga kerja yang meninggal
dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganydnalie atas jaminan
kematian (JKM).
1.3 Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua adalah santunan berupa uang yhagadkan secara
sekaligus atau berkala atau sebagian dan berkglad&etenaga kerja
karena'®
a. Telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahuny ata
b. Cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter
Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminan Maa dibayarkan
kepada Janda atau Duda atau anak yatim piatu. damaksud yatim piatu
adalah anak yatim atau anak piatu, yang ada paalajaada atau duda
meninggal dunia masih menjadi tanggungan janda aliada tersebut.
Jaminan Hari Tua dapat dibayarkan kepada tenagm Kemg belum
mencapai usia 55 tahun. Yaitu dalam hal tenaga kelgdh mempunyai masa

kepesertaan sekurang-kurangnya 5 tahun dan meriggemutusan

18 |bid, him 221
19 1bid, him 222.
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hubungan kerja. Program jaminan hari tua dapatddiken antara program

manfaat pasti dan iuran pasti:

a. Program manfaat pastil€fined benefjf yaitu program yang manfaatnya
ditetapkan dalam ketentuan yang mengaturnya, sedaay disesuaikan
dengan manfaat tersebut.

b. Program iuran pastidéfined contributio)y yaitu program pensiun yang
iurannya ditentukan dalam ketentuan yang mengad,regdang manfaat
bergantung pada akumulasi iuran dan hasil pengegaban

Jaminan Hari Tua pada pokoknya termasuk dalam pogram pensiun
iuran pasti, di mana besar iuran telah ditentulerara pasti dalam ketentuan
yang mengaturnya, sedangkan manfaatnya berganarngkdimulasi iuaran
yang terkumpul beserta hasil pengembangannya.

1.4 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah jaminan egpefayanan
kesehatan yang diberikan kepada tenaga kerja atani @tau istri yang sah
dan anak yang bersifat menyeluruh dan meliputi yaelan peningkatan
kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakia gemulihan
kesehatar’ Secara rinci kepada tenaga kerja atau suami sawang sah
dan anak diberikan paket Jaminan Pemeliharaan K&sehDasar yang
meliputi:

a. Rawat Jalan tingkat pertama;

b. Rawat jalan tingkat lanjutan;

20 |bid, him 225.
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Rawat inap;

. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;

. Penunjang diagnostik;

Pelayanan khusus;
Pelayanan gawat darurat.

Besarnya luran Program Jaminan Sosial Tenaga Kéa

Besarnya iuran program Jaminan Sosial Tenaga K8gauai Pasal 9

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor binal993 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga lkegih sebagai

berikut:

a. Jaminan kecelakaan kerja yang perincian besalumgm berdasarkan

kelompok jenis usaha, yaitu : Kelompok I, Il. IIV dan V masing -
masing sebesar 0.23%,. 0.54%. 0.89%. 1.27% dan%l.ddri upah
sebulan.

Kelompok |, 1I, Ill, IV dan V merupakan pengelonkam berdasar Jenis

Usaha.

. Jaminan hari tua sebesar 5.70% dari upah sebula
. Jaminan kematian sebesar 0.30% dari upah sebulan

. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebesar 3% [l sebulan bagi

tenaga kerja yang belum berkeluarga dan 6% darh gebulan bagi
tenaga kerja yang sudah berkeluarga.

luran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua daminan

Pemeliharaan Kesehatan ditanggung sepenuhnya etegjugaha. sedangkan
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luran Jaminan Hari Tua 3.70% ditanggung oleh pesgusdan 2%
ditanggung oleh pekerja. Khusus untuk Jaminan Hearahn Kesehatan,
tidak wajib pengusaha mengikutsertakan dalam PMS@STEK sebagai
badan penyelenggara. Pengusaha boleh mengikutserpgkgram Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan tenaga kerjanya kepada padgelenggara lain,
asalkan jaminan yang diperoleh sang tenaga ke baik.
3. Hakikat Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga Kerjaksudkan untuk
memberikan kepastian berlangsungnya arus peneripeayhasilan keluarga
sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya pelaghagang hilang.
Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakatah sasatu
tanggungjawab dan kewajiban negara untuk membepkdimdungan sosial
ekonomi kepada masyarakat Indonesia, menyumbangi@ram jaminan
sosial berdasarkafunded social securifyyaitu jaminan sosial yang didanai
oleh peserta dan masih terbatas pada masyaraketjpelk sektor formaf*
Dengan demikian jaminan sosial tenaga kerja mekdiemandirian pekerja
sehingga pekerja tidak harus menerima belas kasihgolain jika dalam
hubungan kerja terjadi resiko-resiko seperti kd@da kerja, sakit, hari tua
dan lainnya.
4. Program Daftar Sebagian Perusahaan

Sesuai dengan penegasan pasal 19 ayat (1) UnddaggiMNomor 3

Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga KerjagilRgsertaan tenaga

2L |bid, him 229.
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kerja ke dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kégja perusahaan bisa
dilakukan secara bertahap, tidak langsung ikuassgturuh program namun
hanya sebagian dari 4 program yang ada. Bisa jagliydh Jaminan

Kecelakaan saja, Jaminan Kematian saja, JaminamnHarsaja atau Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan saja.



BAB llI
METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu sistem untuk menkacalsuatu persoalan
yang terdapat dalam penelitian. Secara terpenneipde penelitian adalah suatu
sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosetaumr teknik yang perlu dilakukan
dalam suatu penelitiaf.
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan wueidipiris. Karena ingin
mengetahui efektifitas pasal 4 ayat (1) Undang—dgddomor 3 Tahun 1992.
Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji pertapaa dari aspek hukum
yaitu pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tab@®? tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja. Sedangkan pendekatan empgusmakan untuk mengkaji
langsung terhadap efektifitas pelaksanaan pasghtd(d) Undang—Undang no 3
Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
B. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Tugas Dinas &aga Kerja dan Sosial

Kota Malang berdasarkan pertimbangan sebagai leriku

1. karena belum ada yang melakukan penelitian skdipsilayah ini

2. karena wilayah tugas Dinas Tenaga Kerja dan Sdsah Malang

merupakan wilayah yang banyak dihuni perusahaamspbaan baik
besar, menengah ataupun kecil. Dan di wilayah yaagyak terdapat

perusahaan-perusahaan tersebut rentan sekali agetar@ggaran pasal-

22 Mohammad Nasimetode penelitianjakarta, Sinar Grafika,1986, him. 51

23
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pasal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraaerjpdburuh. Harus
ada sebuah penelitian yang menunjukkan keadaanaelya.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis data
Adapun jenis data dalam penelitian ini terdiri dari
a. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsunigalaasi penelitian.
Data primer dalam penelitian ini meliputi data yatigeroleh dalam
wawancara langsung pada informan kunci. Informamckuwalam
penelitian ini adalah Kepala Seksi Jaminan Sosalaga Kerja bidang
pengawasan dan pegawai PT.JAMSOSTEK. Data terstblutit
dengan:
1) Hambatan dalam pelaksanaan pasal 4 ayat (1) Undagng No 3
Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerjapaeisahaan.
2) Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kdga Sosial
untuk menanggulangi hambatan yang ada, berkaitagatiepasal 4
ayat (1) Undang-undang No 3 Tahun 1992.
3) Jumlah keikutsertaan pekerja/buruh pada programndanSosial
Tenaga Kerja di wilayah Kota Malang.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data tambahan untuk melengleapi primer,
yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap hptlmdang Nomor

3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kergratyran
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perundang-undangan lain yang terkait, data yangerdigh dari
pengkajian literatur, internet dan data-data tertidinnya yang terkait
dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.
2. Sumber data
Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini difgh penulis dari dua
sumber, yaitu:
a. Sumber data primer
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari vaaeara langsung
dengan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan sosial Kosdarld yang
membidangi bidang pengawasan dan K3 Seksi JamioaralSTenaga
Kerja, pegawai PT.JAMSOSTEK Malang, Pengusaha, lresgKSPSI
cabang Malang.
b. Sumber data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh daridkasi objek penelitian
yang mencakup informasi yang telah dikumpulkan delavan dengan
permasalahan yang ada. Terdiri dari studi kepuatakang dilakukan di
PDIH Fakultas Hukum Brawijaya, Perpustakaan Pusaiveysitas
Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang. Selain jitga dengan
penelusuran situs di internet, studi pustaka texpalkteratur, berkas—
berkas data penting dari PT. JAMSOSTEK Malang, data Balai Pusat
Statistik Kota Malang, data-data dari perusahaamus hukum maupun
tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang terkait dangermasalahan yang

dikaji dalam penelitian ini.
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D. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan aritan:
1. Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data melalui wawancardefview). Wawancara
(interview) adalah teknik pengumpulan data melalui tanya ljesecara lisan
dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengantaraya jawab terarah
(indirect interviey yang memperhatikaf?:

a. Rencana pelaksanaan wawancara.

b. Mengatur daftar pertanyaan.

c. Memperhatikan karakteristik yang diwawancarai.

d. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepadaapeg Dinas
Tenaga kerja dan sosial Kota Malang Seksi Jamir@sialSTenaga Kerja
Bidang Pengawasan dan K3 yang dapat menceritakanmeéaggambarkan
kondisi perusahaan di Kota Malang yang tidak meangiértakan tenaga
kerjanya pada program jamsostek. Kemudian juga wesra kepada
pegawai PT.JAMSOSTEK Malang, Pengusaha, Anggotaglres KSPSI
cabang Malang.

2. Pengumpulan Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh datiaddan dokumen

yang didapat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Malangue hasil

% Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukurdakarta, Ul Press, 1986, him. 229.
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dokumentasi, berkas-berkas penting, serta penelusiwndang-Undang
Dasar Tahun 1945, Undang-Undang nomor 3 tahun 1&®2ng Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang nomor 13 TahQ63 2tentang
Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah Kota Malang Nosndrahun 2004
tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungdan struktur
Organisasi Dinas Daerah sebagai unsur pelaksanaripésth Kota Malang,
Peraturan Walikota Malang Nomor 57 Tahun 2008 teptaraian tugas,
fungsi dan tata cara kerja Dinas KetenagakerjaanSisial Kota Malang,
data dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh led@nKota Malang, data
dari Balai Pusat Statistik Kota Malang dan berkesd<as yang didapat dari
PT JAMSOSTEK Malang. Juga menggunakan literatungfusuran internet,
Kliping koran, dan penelusuran peraturan perundatingan seperti pasal-
pasal dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1992 @n&minan sosial
tenaga kerja serta data-data tertulis yang tederigan permasalahan yang
dikaji.

Selanjutnya peneliti membuatnge persentase jumlah tenaga kerja di
Kota Malang yang terdapat dalam data yang diperdiain data sekunder
tersebut analog dengan penilaian akademik mahagiswakultas Hukum
Brawijaya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Penilaian Akademik Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Range nilai Nilai Mahasiswa (dalam alfabet)

0-44 E
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>44 - 50 D
>50-55 D+
>55-60 C
> 60 — 69 C+
>69-75 B
>75-80 B+
>80 — 100 A

Sumber: Bagian Akademik Fakultas Hukum UniverdBeswvijaya Malang
Untuk mempermudah penulis dalam menetapkan katéggefektifan,
maka penulis membuat rincian penilaian berdasage penilaian akademik
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Mglaengan sedikit
penyederhanaan sebagai berikut:

Tabel 2. Penilaian Akademik Mahasiswa Fakultas Huku

Universitas Brawijaya setelah disederhanakan

Range Nilai Nilai mahasiswa (dalam Alfabet)
0-44 E
>44 - 55 D
>55-69 C
>69 - 80 B
>80 - 100 A

Sedangkamange persentase jumlah tenaga kerja di Kota Malang yang
telah ikut serta program Jaminan Sosial TenagaaKdikaitkan dengan

kategori ketidak efektifan dengan rincian sebagaikint:
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Tabel 3. Rincian Kategori Keefektifan UU Jamsostek
Berdasar Jumlah Tenaga Kerja Yang Ikut Serta Pnogeamsostek

Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Kategori
Ikut Serta Program Jamsostek
0% - 44% Sangat tidak efektif
> 44% - 55% Tidak efektif
> 55% - 69% Cukup efektif (batas minimal)
> 69% - 80% Efektif (batas standard)
> 80% - 100% Sangat efektif

Dengan demikian, melalui data sekunder ini, makanakitemukan
masuk dalam kategori apakah keikutsertaan Jamspstekja/buruh di Kota

Malang.

E. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah seluruh obyek penelitian yang dagatiri dari
manusia, benda — benda, hewan, tumbuhan, gejatdagejlai tes atau
peristiwa— peristiwa sebagai sumber data yang pkasakteristik tertentu
dalam suatu penelitiif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
perusahaan yang tidak efektif mengikutsertakangakarjanya ke dalam
program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kota Malang.
2. Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewad@luruh

populasi®® Sampel dalam penelitian ini adalah 1 perusahaamtsl dari

4 Hadari NawawiMetode Penelitian Bidang Sosidakarta, Bumi Aksara, 2003, him. 141
2 Ibid, him. 144
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perusahaan yang tidak efektif mengikutsertakangha&rjanya ke dalam
program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Informan Kunci
Dalam penelitian ini, peneliti menentukan KepalaksseJaminan
Sosial Tenaga Kerja Bidang Pengawasan dan K3 Oianaga Kerja dan
Sosial Kota Malang sebagai informan kunci. Haleébrg karena Informan
Kunci memahami dan mengetahui secara pasti mengemaiasalahan
berkaitan dengan efektivitas pasal 4 ayat (1) Ugdandang Nomor 3
Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.udem pegawai
PT.JAMSOSTEK, dan pengurus KSPSI Kota Malang jugizepti jadikan
informan kunci.
F. Teknik Analisis Data
1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metadsditatif. Metode
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menijeas data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangi@rgang diamati, serta
tindakan melalui pengamatan sebagai sumber utarBaimber utama
dalam penelitian ini adalah seperti yang dijelaskabelumnya di bagian
Sumber Data. Analisis deskriptif kualitatif untuktd yang diperoleh dari
hasil wawancara yang disusun secara sistematisk usalanjutnya
dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yargphds. Untuk

mendapatkan tingkat efektivitas yang tepat dariaBtdr yang penulis

%6 ..J. MoeloengMetode Penelitian KualitatiBandung, PT. Remadja Rosdakarya, 2000, him.
112
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bahas menurut teori Lawrence M. Friedman, makalgemembuat tabel

sebagai berikut:

Tabel 4. Kategori efektivitas hukum berdasar juniidttor yang efektif

menurut teori Lawrence M. Friedman

Jumlah Faktor yang efektif Kategori efektivitas
3 faktor efektif Efektif
2 faktor efektif Tidak efektif
<1 faktor efektif Sangat Tidak efektif

2. Analisis isi atauContent Analysisintuk mencermati dokumen-dokumen
yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, daniANSOSTEK
Malang yang berkaitan dengan pelaksanaan pasala# (2y Undang-

Undang No 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial éeldaga

G. Definisi Operasional

1. Efektivitas hukum vyaitu pengaruh hukum terhadapsyarakat agar
perilaku warga masyarakat sesuai dengan hukum Pgarigku. Apabila
faktor Substansial, Struktur, dan Kultur memperatéhi efektif. Selain

itu, > 55% pekerja/buruh ikutserta pada programidamSosial Tenaga

Kerja.
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2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu parlgah bagi tenaga kerja
dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengsgldigian dari
penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayaedagai akibat
peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerupa kecelakaan

kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan menaigiynia.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum kota Malang

1. Keadaan Perekonomian Kota Malang

Kota Malang merupakan Kota yang dihuni oleh baniyelustri. Data
tahun 2000 menyebutkan kontribusi yang cukup gkamf membangun
perekonomian Kota Malang yaitu dari sektor indugangolahan, kemudian
diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restosmktor jasa-jasa, dan
sektor keuangan. Sedangkan sektor lainnya mebgltor pengangkutan dan
komunikasi, pertambangan, pertanian, bangunankjistan gas rata-rata 2-
3%. Total kegiatan ekonomi tahun 1999 menunjukkektos perdagangan,
hotel dan restoran menjadi penyumbang terbesarakediainya Rp 1,8
trilyun. Sebesar 61 persen dari penduduk usia ptddkiota ini mencari
nafkah di sektor perdagangan. Selain perdagangata, Malang juga dikenal
dengan industrinya. Berbagai macam industri sepedakanan, minuman,
kerajinan emas dan perak sampai garmen berdirioth kni. Kawasan
Kotalama penuh dengan industri berukuran sedangpaatpesar, juga
kerajinan keramik. Kerajinan keramik di Dinoyo niisa@, mulai
berkembang dan mendapatkan tempat di kalanganmperkaramik di Tanah
Air. Sektor industri, yang merupakan 37 persen datal kegiatan
perekonomian, menjadi penyumbang terbesar. NilaiRya 2,26 trilyun.

Komoditas industri ini mampu menembus pasaran eksfanya sayangnya

33
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realisasi ekspor Kota Malang belakangan ini nilaingrus menurun. Dari
total nilai 74,5 juta dolar AS, menurun setengahmenjadi 30,9 juta dolar
AS pada tahun 1999, dan tahun 2000 turun lagi de@f@&1 juta dollar AS.
Kawasan perdagangan seperti Jalan Merdeka TimurJaian Pasar Besar
mampu melayani kebutuhan warga. Tidak hanya kebuotularga Kota
Malang melainkan juga warga sekitar seperti dantaBl Kediri, dan
Tulungagung.

Gambar 1. Peta Kota Malang

Batu
Oia Singosar abun
Junrgje U e g
Fakis
Malang
Tumpang
Wonosari Uragh 4
ajinan
Pakisaj Poncokus
Migajum Bululawang
©2011 Google Map data ©2011 e Atlas

Sumber; Googlemaps.com
2. Ciri Khas Kota Malang

Malang dikenal memiliki dialek khas yang diseBatso Walikan, yaitu
cara pengucapan kata secara terbalik, misaMging menjadi Ngalam
baksomenjadioskab'burung menjadingurub,dan contoh lain sepersiaya

bangga arema menarayas bangga arema nganem . Gaya bahasa
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masyarakat Malang terkenal egaliter dan blak-blakeamg menunjukkan
sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidagenahbasa-bal.
3. Pendidikan di Kota Malang

Malang juga dikenal sebagai Kota Pendidikan, kareamiliki sejumlah
perguruan tinggi ternama. Perguruan tinggi negermasuk _Universitas

Brawijaya(UB), Universitas Negeri Malan@M Malang), Universitas Islam

Negeri Malang (UIN MALANG), Akademi Penyuluh Pertanian (APP),

Politeknik Negeri Malang(POLINEMA Brawijaya), Politeknik Kesehatan

Malang (POLTEKES), serta terdapat cabang Sekolah Tingkhungansi

Negara (STAN), Politeknik Kota Malang (POLTEKOM). Beberapa

perguruan tinggi swasta terkemuka diantaranya: éfsitas Muhammadiyah

Malang (UNMUH), Universitas MerdekdUNMER), Universitas Gajayana

(UNIGA), Universitas Islam Malang Sekolah Tinggi Teknik Atlas

Nusantara Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indoneslaniversitas

Kanjuruhan, Universitas Wisnu Wardhana, STIE Makagcwara

Perguruan Tinggi ASIA, Universitas Widyagama,  Unsi@as

Wisnuwardhana Institut Teknologi NasionalSTIBA Malang Universitas

Ma Chung Sekolah Tinggi Teologi Satyabhak®bekolah Tinggi Filsafat

Teologi Widya Sasandan lain sebagainya. Sebagai kota pendidikan,dsany

mahasiswa berasal dari luar Malang yang kemudianetap di Malang,
terutama dari wilayah Indonesia Timur seperti Badllusa Tenggara,

Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua, bahkanlakar negeri sekalipun.

" www.wikipedia.conmdiakses tanggal 17 sebtember 2011
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4. Industri di Kota Malang

Kota Malang memiliki pola pertumbuhan industri yangik, dimana
sebagian besar industrinya disokong oleh sektousindkecil dan mikro.
Hanya terdapat beberapa industri manufaktur beaag yerdapat di Kota
Malang sebagian disusun atas industri manufakidatpearya.
Industri Manufaktur
« Industri Rokok
« Industri Tekstil & Garmen

Industri Kecil dan Mikro

Industri Tempe dan Keripik Tempe

+ Industri Makanan & Minuman

+ Industri Kerajinan Kaos Arema

« Industri Kerajinan Sarung Bantal Dekorasi
+ Industri Kerajinan Rotan

+ Industri Kerajinan Mebel

+ Industri Kerajinan Topeng Malangan

+ Industri Kerajinan Lampion

« Industri Kerajinan Patung & Taman

« Industri Kerajinan Keramik & Gerabah

Industri Advertising dan Percetakan
Kompleks Industri Manufaktur & Sentra Industri Mik ro
» Kompleks Industri Karya Timur

« Kompleks Industri Karanglo
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Kompleks Industri Pandanwangi

Sentra Industri Keripik Tempe Sanan

Sentra Industri Mebel Blimbing

Sentra Industri Rotan Arjosari

Sentra Industri Keramik Dinoyo
« Sentra industri sarang burung

B. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Sosial kotdalang
1. Profil Dinas tenaga Kerja dan Sosial Kota Malang

Sesuai dengan amanat UUD Republik Indonesia TaBdh Pemerintah
Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus Bendirsan
pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas peo@antSebagai
konsekwensinya maka Pemerintah Kota Malang sebdgaiah Otonomi
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan oresgrumah
tangganya sendiri atas dasar kebijakan dan ifdis@@mbiayaan serta
dilakukan oleh perangkat daerah sendiri, di sampliaga dari pemerintah
pusat yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Dinas tenaga Kerja dan Sosial Kota Malang memputygas pokok
melaksanakan sebagian wurusan rumah tangga daerahbiding
Ketenagakerjaan serta pengendaliannya sesuai derkgdijaksanaan
Walikota. Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraamarhi daerah yang
benar-benar sehat atau untuk mewujudkan keseswetama prinsip dan
praktek penyelenggaraan Otonomi daerah, maka PaaierKota Malang

dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 57 Tahur82@dtang uraian
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tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja Sasial Kota Malang

telah menentukan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Malang sebagai salah
satu perangkat daerah utnuk melaksanakan fungsi&gakerjaan dan Sosial
dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyatamisn dan

bertanggung jawab.

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Malang beralain&erkantoran

Terpadu Gedung B lantai 3 jalan Mayjen Sungkono adgl Jumlah

karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebanyakd@ig Pegawai Negeri

Sipil yang berdasarkan tingkat pendidikan, tinggatongan, dan tingkat

eselon. Dapat digambarkan dalam tabel sebagaiuberik

Tabel 5. Data Karyawan Karyawati Dinas Tenaga Kesja

Sosial berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2011

No. Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah

1. | S2 4 3 7

2. | S1 19 14 33

3. | D3 3 1 4

4. | SMA/STM 11 5 16

5. | SMP 0 0 0

6. | SD 1 0 1
Jumlah 38 23 61

Sumber: Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Sosial



39

Tabel 6. Data Karyawan Karyawati Dinas Tenaga Kesja

Sosial berdasarkan tingkat golongan tahun 2011

No. Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1. IV/c 1 0 1
B IV/b 1 1 2
3. IV/a 2 4 6
4. l/d 11 5 16
S. ll/c 1 4 )
6. /b 7 5 12
. [l/a 6 1 7
8. [/d 1 1 2
9. l/c 3 1 4
10. /b 2 0 2
11. ll/a 3 0 3
12. I/a 1 0 1
Jumlah 39 22 61
Sumber: Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Tabel 7. Data Karyawan Karyawati Dinas Tenaga Kesja
Sosial berdasarkan Tingkat Eselon Tahun 2011
No. Eselon Laki-Laki Perempuan Jumlah
1. . A 1 0 1
2. II. B 1 0 1
3. . A 1 3 4
4, . B 1 0 1
5. V. A 10 4 14
6. IV.B 0 1 1
Jumlah 14 8 22

Sumber: Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
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2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan DinasTenaga Kerja dan

Sosial Kota Malang

Visi dari dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Malantuyai

“Terciptanya Perluasan Lapangan Kerja, Perlindungdnbungan

Industrial, dan Kesejahteraan Sosial”

Misi Dinas tenaga Kerja dan Sosial Kota Malang adalah:

1.

6.

7.

Meningkatkan Pelatihan dan Keterampilan tenagaakgang handal
dalam menghadapi pasar kerja

Menyediakan lapangan kerja dan lapangan usahaskéigp angkatan
kerja

Mewujudkan Hubungan Industrial dan Ketenagakergedam bekerja
Meningkatkan pengawasan dan pembinaan serta pdémyulbidang
ketenagakerjaan dan sosial

Mewujudkan tenaga kerja yang sehat dan produktif

Menetapkan sistem informasi bidang ketenagakegaarsosial

Meningkatkan kualitas pelayanan bidang ketenaga&emjlan sosial

Tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan sosial dalam kuruntwakahun (2009

s/d 2013) ditetapkan sebagai berikut:

1.Meningkatkan pelayanan administrasi, sarana darsapgaa bidang

ketenagakerjaan dan sosial

2.Menciptakan kualitas SDM dan Kinerja bidang Keteakagjaan dan

Sosial

3.Mewujudkan pelaporan keuangan, capaian kinerja yenti¢p dan lancar
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4.Menciptakan tenaga kerja yang terampil dan bertasali

5.Menciptakan kemandirian masyarakat dan mengurangmlah
pengangguran

6.Meningkatkan kesejahteraan dan ketenangan bekerja

7.Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial bagi galakan, anak cacat
dan wanita tuna susila

SasaranDinas tenaga Kerja dan Sosial antara lain:

1.Terciptanya kelancaran pelayanan administrasi, keam dan kebersihan
kantor

2.Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusi dan tempedinya sarana dan
prasarana aparatur

3.Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuaggag tertib

4.Tersedianya tenaga kerja dan pelatihan sesuai dekgautuhan pasar
kerja

5.Terbentuk dan berkembangnya wirausaha

6. Terwujudnya perlindungan lembaga dan jaminan sdsahga Kerja

7.Terlaksananya penanganan masalah sosial bagi tedagtar dan sakit
HIV/AIDS

8.Terlaksananya bimbingan dan terwujudnya kemandareak cacat

9.Terbentuknya anak jalanan yang mandiri dan berketellan

10. Terbentuknya tertib anjal, razia gepeng, dan watte susila pada

tempatnya
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Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial merupakan strat@giementasi
bagi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Malangndaaitannya dengan
pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Malang yadMeningkatkan
kualitas Sumber Daya Tenaga Kerja, Hubungan TenKgga dan
Perlindungan Tenaga Kerja sesuai dengan martabahdeal agama”

3. Tugas Pokok dan Fungsi, susunan organisasi Dindgnaga Kerja dan
Sosial Kota Malang

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial melaksanakan tugeskgmenyusuanan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial ketenagakerjaan.

Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yang berkaiéagan pengembangan

sumber daya aparatur untuk meningkatkan kinerjiaada

1. Pelaksanaan kegiatan bidang pelatihan dan pettamfenaga kerja yang
menliputi perluasan, peningkatan produktivitas ¢enakerja dan
pemberdayaan balai latihan kerja;

2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

3. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanidn(S&);

4. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indekx Kepuadgasyarakat (IKM)
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelasggara periodik
yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

5. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional,

6. Pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dasifun

Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor : 57 tal@®8 tentang

Uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas TenaggaKdan sosial Kota
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Malang, susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja admmlSTenaga Kerja
Kota Malang adalah sebagai berikut:
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sceidiritdari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari;
1) Subbagian Penyusunan Program;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum;
c. Bidang sosial, terdiri dari:
1) Seksi Pengenbangan Potensi, Profesi dan Swadaid Sos
2) Seksi Rehabilitasi Sosial
3) Seksi bantuan dan Perlindungan Sosial
d. Bidang Pelatihan dan Penempatan, terdiri dari:
1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
2) Seksi Penempatan Kerja;
e. Bidang hubungan industrial, terdiri dari:
1) Seksi Penyelesaian Perselisihan;
2) Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Rerje
3) Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan;
f. Bidang Pengawasan dan Kesehatan dan Keselaietg terdiri dari:
1) Seksi Norma Kerja,
2) Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
3) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
h. Kelompok Jabatan Fungsional
(2). Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bgaipimpin oleh Kepala
Bidang yang dan dalam melaksanakan tugas dan fuyyagdierada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

4. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bidang Pengasan dan K3
Masih menurut peraturan Walikota Malang Nomor td&dyun 2008 tentang
Uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas TenaggaKdan sosial Kota
Malang, tugas pokok dan fungsi Seksi Jaminan Sadmbh sebagai berikut:
Pasal 29

(1). Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja melaksanakmas pokok
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Jaminan Bowagla Kerja.
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(2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimanakduml pada ayat (1),

Seksi Jaminan Sosial tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahgnspean rencana
program Kkegiatan pembinaan dan pengawasan pengele@g
Jamsostek di Perusahaan;

b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan normasiekpgaminan
Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Kematian, (J&hinan
Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Hari Tua (JHT);

c. pelaksanaan monitoring dan pemeriksaan terhiagapan kecelakaan
kerja;

d. pelaksanaan kordinasi dengan badan penyelenggasastek dengan
pelaksanaan program jamsostek;

e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tagals gan fungsi;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepallang sesuai tugas
dan fungsinya.

C. Efektivitas pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomo8 Tahun 1992 di Kota
Malang

Penulis telah selesai melakukan penelitian terhatip-data yang ada di
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Malang berkaitmgan jumlah perusahaan
di Kota Malang, jumlah Tenaga Kerja di Kota Malatgn jadwal pengawasan
yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan SosiéWalang. Kemudian data
mengenai jumlah perusahaan dan jumlah tenaga dielata Malang yang telah
didapat tersebut penulis masih sesuaikan denganjdiatiah tenaga kerja dari
Badan Pusat Statistik Kota Malang, kemudian dipentean dengan data yang
penulis dapatkan dari PT. JAMSOSTEK Malang. Tendudwta yang penulis
dapatkan dari PT. JAMSOSTEK Malang merupakan da&ngenai jumlah
kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Ketia,ydag berkaitan dengan
jumlah perusahaan yang ikut serta dalam programmgsosial tenaga kerja dan

juga jumlah tenaga kerja yang ikut serta dalam gamgJaminan Sosial Tenaga

Kerja. Sesuai dengan metode penelitian yang pemneli€anakan, dari data
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lengkap yang diperoleh tersebut, penulis memperplglsentase keikutsertaan
Jaminan Sosial Pekerja sekota Malang. Selanjuteyaliz meletakan ke dalam
kategori yang sudah dibuat. Penulis juga melakwkawancara dengan Informan
Kunci, yaitu Drs. Agung Hariadi. Beliau merupakaaggla Seksi Jaminan Sosial
Tenaga Kerja Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Karjesdsial Kota Malang.
Penulis juga melakukan wawancara dengan pegawadARISOSTEK Malang
serta Wakil Ketua KSPSI cabang Kota Malang. Dalirsé kegiatan penulis di
atas, maka penulis menyusun hasil penelitian seébagéut:

Jumlah penduduk Kota Malang per 30 Maret 2011 adségumlah 894.653
jiwa.?® Jumlah tenaga kerja di Kota Malang adalah sebzyéiut:

Tabel 8. Persentase jumlah tenaga kerja di Kotahgl

Penduduk Kota Malang Tenaga Kerja di Kota Persentase
Malang
894.653 orang 392.706 orang 43,89%

Sumber: Balai Pusat Statistik Malang. Data diolaht&mber 2011

Menurut perhitungan penulis didasarkan pada datying valid berkaitan
dengan kependudukan dan jumlah tenaga kerja di Kladlang, maka diperoleh
kesimpulan sebagai berikut, yaitu 43,89% pendudokaKMalang merupakan
tenaga kerja. Dari data jumlah tenaga kerja di Kd&ang, kemudian penulis
mencari jumlah pekerja / buruh Kota Malang. Kareni#nya menemukan data rii
jumlah Pekerja/Buruh Kota Malang, maka kemudian upenmenggunakan
persentase buruh di Indonesia untuk kemudiamadogkan dengan keadaan di

Kota Malang. Jumlah pekerja/buruh di Indonesiaauakebesar 28% dari jumlah

%8 Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang



46

tenaga kerja Indonesia. Setelah dihitung, makapdicgerhitungan sebagai

berikut:
Tabel 9. Jumlah Pekerja/Buruh di Kota Malang
Tenaga Kerja di Kota Persentase Pekerja/ | Jumlah Pekrja/buruh di
Malang Buruh dibanding jumlah Kota Malang
tenaga Kota Malang
392.706 orang 28% 109.957 orang

Apabila ditinjau dari sisi upah minimum kota, selsnya seluruh pekerja
sektor formal di Kota Malang ikutserta program Jsani Sosial Tenaga Kerja.
Dapat dinyatakan seperti itu karena besar upahnmim Kota Malang adalah
adalah 1.079.887 rupiah, dan sesuai Peraturan faelaan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, tiap pekerja yang upah penbyea minimal 1.000.000
rupiah wajib ikut serta dalam program Jaminan 3$o¥enaga Kerja. Jadi,
seharusnya sejumlah 109.957 orang di Kota Malangbwardaftar di PT.
JAMSOSTEK. Kemudian, berdasar data yang ada dURMSOSTEK Malang,
penulis menyusun hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 10. Persentase jumlah tenaga kerja

yang ikut serta dalam program Jamsostek

Jumlah Pekerja/buruh | Jumlah Pekerja/buruh di Persentase
di Kota Malang Kota Malang yang ikut
serta program Jamsostek
109.957 orang 41.410 37,6%

Data diolah Sebtember 2011

Persentase yang didapat adalah 37,6% dan menuegfokiaefektivitas yang
penulis buat masuk dalam kategori Sangat tidaktiéfekasil persentase ini
merupakan bagian untuk penilaian dari faktor kaltyang akan penulis bahas

pada sub bab selanjutnya.
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Selanjutnya penulis membahas mengenai faktor-fakéorg dikemukakan
Lawrence M. Friedman berkaitan dengan kenyataanlagangan selama
penelitian. Demikian pembahasannya:

1. Substansial

Seperti yang telah dikemukakan oleh Lawrence Medtnan, bahwa

Efektivitas peraturan perundang-undangan dilihati d& faktor yang

mempengaruhinya. Berdasarkan teori tersebut, eakdéin mulai melakukan

pembahasan. Penulis akan mengawali untuk membakias ffang pertama,
yaitu faktor Substansial. Membahas faktor subsshniserarti membahas

Undang-undangnya atau peraturannya. Apakah Undadgng sudah baik,

memenuhi keinginan seluruh masyarakat atau belam @ungkin bahkan

sama sekali tidak berpihak pada kepentingan masyardan malah
merugikan. Ditinjau secara umum, isi dari Undandamg Nomor 3 Tahun

1992 adalah baik dan menunjang keefektivan. Damatuls nyatakan

demikian, karena isi Undang-undang Jaminan Sostalaga Kerja adalah

mengenai hal-hal yang memang sangat perlu dalamtuiahn makin
menunjang kesejahteraan pekerja. Undang-Undangndangosial Tenaga

Kerja ini menjalankan amanat Undang-Undang Dasdb5 Ji®asal 34 ayat

(2).2% Isinya mengenai hak pekerja dan kewajiban perasahtu pengusaha.

Mulai dari ganti kerugian yang diperoleh pekerji lonengalami kecelakaan

saat bekerja, santunan untuk keluarga pekerja lapgkkerja meninggal

dunia, jaminan untuk kesehatan pekerja dan kelagegserta dalam Undang-

29 Wawancara dengan Bapak Sunari, SE. Wakil ketuddtiemasi SPS| Kota Malang tanggal 6
Oktober 2011.
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undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga diatuangnkesejahteraan di hari
tua sang pekerja.

Semua jaminan tersebut dilaksanakan dengan sisgmarsi yang
preminya cukup ringan dan dibayarkan setiap bulanKgbaikan Undang-
undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja bukan hanyat difzsakan oleh
pekerja, namun juga dapat dirasakan oleh pengusadlbagai ilustrasi,
apabila suatu perusahaan padat karya seperti pearsarokok yang
mempekerjakan banyak tenaga kerja, tidak ikut skxkam program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, suatu ketika terjadi kecelakieerja yang menimpa
setengah dari pekerjanya, bisa dibayangkan betapgak uang segar yang
harus diberikan perusahaan kepada para pekerj& betobat atau kepada
para keluarga pekerja apabila pekerja meninggaladBandingkan dengan
perusahaan padat karya yang mempekerjakan banyeigatekerja dan
mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya pada groglaminan sosial
Tenaga Kerja, memang setiap bulan perusahaan mamma@mi pada badan
penyelenggara, tetapi apabila terjadi kecelakaaja Keesar seperti pada
ilustrasi sebelumnya, dan mewajibkan pemberian kapgda pekerja guna
berobat, maka perusahaan tidak perlu khawatir kakémim akan dibayarkan
oleh badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga. Ker;j

Sisi baik dan positif dari Undang-undang Jaminasi@dlenaga Kerja
dapat kita temukan lagi bila kita menengok padereian pidana pada pasal
29 dan pasal 30 Undang-undang Jaminan Sosial Tekaga. Penegasan

Pasal 29 sebagai berikut:
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1. Barangsiapa tidak memenuhi kewajiban sebagairdanaksud dalam
pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2),ada (3); pasal 18 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5kgbd 9 ayat (2); pasal 22
ayat (1); dan pasal 26, diancam dengan hukumanngearu selama-
lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tinggiRyy. 50.000.000,-

2. Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimanaksud dalam
ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih setelahugart akhir telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaessebiut
dipidana kurungan selama-lamanya 8 bulan.

3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat adalah
pelanggaran.

Sedangkan penegasan pasal 30 adalah sebagai berikut

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaintamaksud

dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terhadap pahgy tenaga kerja,

dan badan penyelenggara yang tidak memenuhi kerentindang-
undang ini dan peraturan pelaksanaannya dikenak@sisadministrasi,
ganti rugi, atau denda yang akan diatur lebih ldgngan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 29 dengan dalam ayat-ayatnya menegaskapédagggar pasal 4
ayat (1) Undang-undang Jaminan Sosial Tenaga le&ga dijatuhi pidana.
Begitu juga dengan penegasan dalam pasal 30 Undatagrg Nomor 3
Tahun 1992, dinyatakan akan ada sanksi tambahaim salnksi pidana yang
sudah ditentukan.

Sanksi sebagaimana tersebut dalam pasal 30 adal&hki @dministratif
seperti yang diatur dalam Pasal 47 Peraturan PetaerNomor 14 tahun
1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Jesiatja Kerja.

Pada intinya Pasal 47 Peraturan Pemerintah terssngntukan:
a. Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan PasalaiZ3), Pasal 4,
Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayaayat (2), dan ayat
(3), dan Pasal 19 serta Pasal 20 ayat (1), darn tdiberikan
peringatan tetapi tetap tidak melaksanakan kewajyea dikenakan
sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha.

b. Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaitimaksud
dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan denda sebesann?dk setiap
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bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yarehasusnya
dibayar.

c. Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketergahagaimana
diamaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3nt4l992
dikenakan ganti rugi sebesar 1% dari jumlah jamis@bagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah ini,untuk setepketerlambatan
dan dibayarkan kepada tenaga kerja yang bersamgkuta

Seperti pada rata-rata peraturan perundang-undangeng lain

ketentuan sanksi dicantumkan untuk menimbulkan nasa bagi para
pelanggarnya, dalam pasal-pasal ini sudah cukupstegn jelas hukuman
bagi pelanggarnya. Kita semua memahami, faktor Samlerupakan faktor
yang menjamin kepastian hukum. Untuk itulah, addrvagian yang mengatur
tentang ketentuan pidana, dan snksi tambahan, ipenyatakan sebagai salah
satu faktor pendukung efektivitas peraturan perngdandangan. Untuk
makin memperjelas pembaca dan pelaksana dari Undadang, maka
pembuat undang-undang Jaminan Sosial Tenaga Kegkengkapinya
dengan Penjelasan Undang-undang. Penjelasan Undaiagg ini sendiri
cukup jelas, serta dalam penjelasan juga dijelashangenai hal-hal yang
sekiranya tidak mudah dimengerti dan dipahami glembacanya. Selain
daripada itu, Undang-undang Jaminan Sosial TenaggaKuga memiliki
peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan PemerintahoNd&4 Tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan SosialgdeKarja. Tujuan
pembuatan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk améun pelaksana
Undang-undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sectras.teJadi hal-hal

teknis pelaksanaan Undang-undnag Jaminan Sosiaghg@ieKerja diatur

dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggdfaagram Jaminan
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Sosial Tenaga Kerja. Peraturan Pelaksanaan Prggraman Sosial Tenaga
Kerja ini sudah direvisi sebanyak 6 kali dan yaedaru adalah Peraturan
Mentri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009. Sébukdang-undang
yang dilengkapi dengan Peraturan Pelaksanaannienjalas akan membuat
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 ini makin jelatadgisa dilaksanakan
dengan baik. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 14ntal®93 Juga
dilengkapi dengan penjelasan Peraturan PemerintahoN 14 tahun 1993
beserta lampiran-lampirannya.

Keefektivan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 inkimayata dan
didukung lagi dengan Peraturan Mentri Tenaga K&ggpublik Indonesia
Nomor PER-04/MEN/1993 Tentang Jaminan KecelakaanjaKeserta
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesiamdbr PER-
01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaaseh&tan Dasar
Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Bahkan khusus untikyah Jawa Timur,
untuk makin menunjang keefektivan Undang-Undang dloghTahun 1992
beserta Peraturan-Peraturan pelaksanaannya, Gubgawa Timur
menetapkan Peraturan gubernur Jawa Timur Nomora®@ii 2007 tentang
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga KeReodinsi Jawa Timur.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pada @salyat (3) dan
pasal 99 juga diatur mengenai kewajiban pengusa&myikutsertakan tenaga
kerjanya pada Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Khusus mengenai pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nd@ndahun

1992, bila ditinjau dari sudut pandang Undang-Ugdanmaka keefektifannya
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sama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 ndirseNamun,
ternyata terdapat kelemahan dalam Undang-Undangiaiitu tentunya juga
mengurangi efektivitas pasal 4 ayat (1). Kelemateasebut terletak pada
pasal 19 Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga KerjRasal 19 tersebut
menegaskan mengenai pentahapan kepesertaan. Remggaadalah sebagai
berikut:

1. Pentahapan kepesertaan program jaminan soseédekerja ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

2. Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalamranogaminan sosial
tenaga kerja disebabkan adanya pentahapan kepessghagaimana
dimaksud dalam ayat (1), maka pengusaha wajib mekabeJaminan
Kecelakaan Kerja kepada tenaga kerjanya sesuaiadekmdang-
undang ini.

3. Tata cara pelaksanaan hak tenaga kerja sebagaidimaksud dalam
ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19 sendiri dapat menyebabkan Undang-Undangdak efektif
karena dapat dijadikan alasan pembenar bagi pemgymngusaha yang
tidak patuh. Selain pada pasalnya yang ke 19, patdeelemahan juga dalam
Undang-undang ini, yaitu pada pasal 29 ayat (3)geaeai ketentuan sanksi.
Ayat tersebut menegaskan bahwa tindak pidana belginggar Undang-
undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja masuk katemiamg@ yang merupakan
pelanggaran. Tentu saja ketentuan seperti ini kuramembuat jera
pelanggarnya, berbeda bila bagi pelaku pelanggalakgundang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja ini masuk dalam kategori Kegmiayang tentunya
hukumannya lebih berat. Kelemahan yang penulis utlden adalah

penyebab peraturan perundangan tersebut menjaak wéektif. Undang-

Undang tentang jaminan Sosial Tenaga Kerja ini Jagaah menurut penulis,
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karena hanya membahas mengenai kewajiban dan saradsun kurang
diperjelas, dalam kondisi seperti apa, atau dalaad#an seperti apa.
Sehingga dalam pelaksanaannya terkadang penegaknhoienjadi tidak
berdaya, kala menghadapi pengusaha yang kesulaana Karena kondisi
ekonomi sedang kacau dan pengusaha tersebut mangamtuk menutup
usahanya. Untuk itu penulis memberi penilaian tigdéktif untuk faktor
Substansial.
2. Struktural

Setelah membahas keefektifan pasal 4 ayat (1) Wpdaang Nomor 3
Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerjdaldar substansial, atau
dari Undang-undang itu sendiri, sekarang penulmrjak untuk memulai
membahas mengenai keefektifan Undang-undang tenilangnan Sosial
Tenaga Kerja dari sisi Struktural, atau lebih muddipahami dengan
membahas mengenai penegak Undang-undang ini. Retfigeum yang
berwenang untuk menegakkan Undang-undang mengamaodtek adalah
Pegawai Pengawas dari Dinas Tenaga Kerja dan Siasisd?T.JAMSOSTEK
sebagai badan penyelenggara. Kerena penelitiagil&kiukan untuk wilayah
Kota Malang, tentunya Pegawai Pengawas Dinas Teaga yang terkait
dan berwenang adalah Pegawai Pengawas Dinas Té&magadan Sosial
Kota Malang dan pegawai PT.JAMSOSTEK Malang. Seseaigan tugas
pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Ktdéang, maka bidang
yang wajib dan berwenang melakukan pengawasardsgphzelaksanaan dari

Undang-Undang yang berkaitan tentang ketenagakerggalah Bidang
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Pengawasan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja @@ang ini
dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang bernakwal®yah Fillyantarie,
SH.MM. Bagian ini membawahi 3 seksi yaitu SeksimNarKerja, Seksi K3,
dan Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Bidang pengawasan dan K3 ini dalam sosialisasirproglamiann Sosial
Tenaga Kerja serta pengawasannya bekerja samard&IgdAMSOSTEK
Malang. Apabila PT.JAMSOSTEK menemukan ada perwsalyang belum
mengikutsertakan tenaga kerjanya ke dalam progeanminan Sosial Tenaga
Kerja, maka badan penyelenggara wajib melaporkgada Dinas Tenaga
Kerja dan Sosial. Kemudian ditindak lanjuti dengemgawasan lebih lanjut
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Malang.

Karena penelitian penulis mengarah kepada Efeatividindang-Undang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka penulis atasn skgpala bagian
Pengawasan dan K3, melakukan wawancara dengan &K&g#ki Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, yang dalam penelitian ini penjadikan sebagai
Informan Kunci. Dalam melaksanakan wawancara, penmendapatkan
banyak informasi salah satunya mengenai pengawgasan dilakukan oleh
Disnakersos Kota Malang, setiap bulan selalu ddakuerhadap perusahaan-
perusahaan di Kota Malang.

“Setiap bulan kami keliling Mas, ke perusahaan-pahaan yang sudah

ada di daftar ini. Tiap 2 orang secara bersama-sa@adatangi 10

perusahaan, jadi gampangnya, 1 tim itu terdiri @adrang pengawas.

Setiap bulan seperti itu, dan pengawas ini punyan5 Jadi sekitar 50
perusahaan tiap bulan didatangP”

%0 Wawancara dengan Drs. Agung Hariadi tanggal 1e®eber 2011
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Berdasar keterangan yang didapat dari Informan Ktersebut, maka
kita melihat angka jumlah yang cukup besar, cukaipybk perusahaan yang
diawasi oleh Disnakersos Kota Malang. Jika dalambulan ada 50
perusahaan yang diawasi, maka dalam 1 tahun aka60fdperusahaan yang
diawasi. Namun, dari data Disnakersos Kota Malarga jpenulis peroleh
bahwa jumlah perusahaan di Kota malang sampai demngan Agustus 2011
ada sejumlah 876 perusahaan. Data tersebut dipefknakersos Kota
Malang dari Wajib lapor Perusahaan, diatur dalarddoig-Undang Nomor 7
Tahun 1981. Jadi pemilik perusahaan yang memenydrats wajib lapor
harus melaporkan perusahaannya kepada DisnakemtasMéalang. Karena
data ini diperoleh dengan cara seperti penulistkabudi atas, maka masih
ada kemungkinan untuk perusahaan yang belum teddi@ltaDinas Tenaga
Kerja dan Sosial Kota Malang. Jenis usaha perusgpeaisahaan tersebut
juga bermacam-macam. Mulai dari usaha di bidantapian, pertambangan,
industri, listrik, gas, air, bangunan, perdagangaonangan, angkutan, bahkan
perusahaan yang bergerak di bidang jasa.

Karena dalam 1 tahun, hanya kurang lebih 600 pkassasaja yang
mampu untuk diawasi Disnakersos Kota Malang, tgraumasih ada 276
perusahaan yang tidak terawasi. Baik dari segi Mtfnataupun Teknis.
Karena penulis membahas mengenai keikutsertaamaekerja ke dalam
program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka lebih garah kepada
pengawasan Normatif. Ternyata yang menjadi kendd@ah kurangnya

Sumber Daya Manusia di Disnakersos Kota Malang yaagjalankan tugas
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pengawasan. Karena untuk menjadi pengawas, tidgakseimbarang pegawai.
Untuk menjadi pengawas di Bidang Ketenagakerjaagawai Disnakersos
harus mengikuti seperangkat pelatihan di jakafrse kurang lebih 6 bulan.
Sedangkan menurut Kepala Bidang Pengawasan daneK@ris jumlah
pegawai di bidang pengawasan dan K3 seharusnya geésimbah, apalagi
beberapa pegawai belum mengantongi sertifikat Hamentrian Tenaga
Kerja sebagai Pengawas di Bidang Ketenagakerjadormasi mengenai
syarat menjadi pengawas di bidang ketenagakemageneliti dapatkan dari
pembicaraan singkat dengan Kepala Bidang PengawdaanK3 Dinas
Tenaga Kerja dan Sosial Kota Malang.

“Untuk menjadi Pengawas Bidang Ketenagakerjaan figiak bisa

sembarangan Mas. Jadi, pegawai dikirim ke Jakantiakukut pelatihan

kurang lebih 6 bulan, ada yang lulus, ada yangktidaus. Terus yang
lulus, dapat sertifikat dari Mentri Tenaga Kerjantudian berwenanang
menjadi pengawas"

Untuk melaksanakan pengawasan mengenai JamsossekkBrsos juga
melakukan kunjungan bersama ke perusahaan-perusdiesasama dengan
PT. JAMSOSTEK Malang pada bulan Juni dan Jufiial ini baik, karena
dengan begitu, Disnakersos dan PT. JAMSOSTEK Malbrsg saling
bekerjasama dalam mewujudkan cita-cita Undang-unpdmEminan Sosial
Tenaga Kerja. Kedua Instansi ini juga bisa salingnoocokkan data-data
yang diperlukan. Dari sisi pengusaha juga akan ulmdemangat untuk

mengikutsertakan keseluruhan tenaga kerjanya ka&ndalrogram Jaminan

Sosial Tenaga Kerja, karena melihat kesungguhamaRéssos dan PT.

31 wawancara dengan Eko Dyah Fillyantarie, SH.MM #&aBidang Pengawasan dan K3
Disnakersos Kota Malang
%2 Time Schedule Tim Kordinasi Fungsional Jamsostetak/alang



57

JAMSOSTEK baik dalam proses sosialisasi autaupurmggeasan. Akan
tetapi menurut perhitungan penulis, untuk menjangkaal 876 perusahaan
di Kota Malang, waktu 2 bulan yang dijadwalkan rhasangat kurang.
Karena berkaca dari jadwal pengawasan Disnakersasdirs yang
menjadwalkan mengunjungi 50 perusahaan dalam Inbdi@am 1 tahun
belum bisa menyentuh jumlah 876 perusahaan. Apdimggan jadwal yang
cukup singkat, yaitu selama 2 bulan. Kurang lebdnya sekitar 100
perusahaan yang bisa didatangi dalam kunjungaarearsi.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, apabila terngaemukan
pelanggaran atau kenyataan yang tidak sesuai degrggaturan perundangan
yang ada, maka pengawas wajib mengingatkan pemsaitau pengusaha
secara lisan.

“Kalau ada perusahaan yang melanggar, kami bemgsan lisan, jadi

yang mana saja yang harus dibetulkan. Misalnyanbdlamsostek, kami

beri arahan untuk segera mengikutsertakan tenaganita. Sudah diberi
tahu masih bandel juga, ya kami beri Nota pengawdsas. Tapi, kita
terkadang kita dalam bertugas juga memberi tolgramsalkan ada yang
tidak mampu mengikutsertakan keseluruhan tenaggrker, karena
pendapatan perusahaan menurun drastis. ya Kkitarkanjuuntuk
mengikutsertakan yang pekerjaan resiko tinggi datay mungkin ikut

JKK dulu, program lain menyusuf®

Apabila peringatan lisan tidak diindahkan, makad@&as dari Dinas
Ketenagakerjaan akan mengeluarkan Nota Pengawdsanapabila tidak
diindahkan juga, bisa dilanjutkan ke ranah pidaterena memang Undang-

Undang yang dilanggar, punya ketentuan pidana Qagjanggarnya.

Kenyataan di lapangan, pengawas terkadang membkmiansi kepada

% Wawancara dengan Drs. Agung Hariadi tanggal He®eber 2011
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pengusaha. Salah satunya dengan memperbolehkanospéagmenjalankan
daftar sebagian. Maksudnya adalah pengusaha mésmitakan tenaga
kerjanya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kaigk tke seluruh
programnya yang berjumlah 4 program, melainkan aaihy atau 3 program
saja. Padahal ketentuan peraturan perundang-untdangayatakan bahwa
perusahaan memang diperbolehkan untuk tidak metsgikakan tenaga
kerjanya di program Jaminan Pemeliharaan Kesel{@dRik) hanya apabila
perusahaan  melaksanakannya Jaminan  Pemeliharaan ehakas
menggunakan badan penyelenggara lain yang mangaatdirasa
pekerja/buruh lebih baik daripada seperti yang leiggarakan oleh PT.
JAMSOSTEK. Kenyataan yang ada saat ini sebanyakpbi@&ahaan di Kota
Malang termasuk ke dalam perusahaan daftar sebgg@ram Jaminan
Sosial Tenaga Kerj#.

Di satu sisi, perbuatan ini baik, karena pengawarsidaha mengambil
jalan tengah di tengah antara ketatnya peraturan pgeamasalahan yang
dihadapi perusahaan, misalnya di tengah keadaaskgemian yang
gonjang-ganjing. Selain itu, sikap Pengawas Disrsalee ini terkesan
mengayomi dan memahami permasalahan yang dihadapi gengusaha.
Namun, sikap Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Ssepairti inilah yang
menyebabkan pengusaha-pengusaha menjadi makin mnalak mentaati
peraturan. Pengawas juga menjadi tampak lemah.aReisgyang merupakan

aparatur negara, tampak takut apabila terlalu tegekegakkan peraturan,

% Rapat dan Evaluasi Koordinasi Fungsional PT. JABSEK Malang dengan DISNAKERSOS
Kota Malang 8 April 2011
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mengakibatkan pengusaha tidak mampu bergerak atangkim malah
bangkrut. Dampak dari tutupnya sebuah perusahaalahadbertambahnya
jumlah pengangguran, dan berkurangnya pendapatgmandari sektor pajak.
Selain itu, perputaran roda perekonomian juga mieddrdengan sendirinya,
karena produksi secara otomatis menjadi berkur@iak bisa dipungkiri,
negara Indonesia saat ini banyak bergantung kepgmta pengusaha,
penyebabnya adalah negara belum mampu menciptagandan kerja yang
dapat secara penuh mengakomodasi kebutuhan setanaiga kerja di
indonesia. Memang, pemerintah dalam hal ini pengdveaada di posisi yang
sulit, antara tegak menegakkan peraturan atau kéndieadaan ekonomi
yang cukup berpengaruh mempengaruhi para pengusahz dapat
melaksanakan peraturan perundang-undangan secéah atau hanya
sebagian. Tetapi bagaimanapun juga seharusnya wasdzertindak tegas
dalam menegakkan peraturan untuk menjadikan sepaedturan tersebut
efektif dan tidak dipandang sebelah mata. Untuk penulis memberi
penilaian tidak efektif untuk faktor struktur.
3. Kultural

Faktor penentu keefektivan Hukum yang ketiga m@nuawrence M.
Friedman adalah faktor kultural atau budaya. Yaingaésud budaya di sini
adalah kebiasaan masyarakat di tempat hukum atatupEn perundangan
tersebut berlaku. Apabila masyarakat tempat hukersebut berlaku tidak
memberlakukan hukum, baik sengaja ataupun tidakaganmaka hukum

bisa dinyatakan tidak efektif. Karena tidak mungkirkum bisa dinyatakan
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efektif apabila tidak ada yang melaksanakannya. ystakat bisa tidak
melaksanakan hukum karena dua kemungkinan, yarignperadalah karena
memang masyarakat sengaja tidak melaksanakannga, secara tidak
sengaja melakukannya. Penyebab kesengajaan meamtyarakiak
melaksanakan hukum tentu juga ada sebabnya. Bisak&ukum yang ada
merugikan masyarakat, hukum yang ada membuat Kkedidunasyarakat
makin tidak teratur, atau hukum yang ada hanya méngkan sekelompok
kecil dari masyarakat. Alasan kedua masyarakak tdelaksanakan hukum
adalah karena tidak sengaja. Ketidak sengajagungai bisa disebabkan oleh
berbagai faktor, bisa karena lupa, kurang pahamgereni hukum, atau
memang masyarakat tidak tahu tentang adanya atersebut. Namun,
karena negara Indonesia merupakan Negara Hukuma maksyarakat
dianggap tahu dan paham mengenai peraturan yang ada
Kembali kepada pembahasan penulis mengenai peniiaksor kultural
masyarakat dalam menjalankan Undang-undang NomoralBun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam pemelitini, penulis
menemukan sebuah budaya hukum pengusaha di Kotanilahengenai
Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
“Kami tidak tahu mengenai isinya, yang saya tahldg Begawai dari
Dinas Tenaga Kerja yang datang, dan bilang kalaui Ksarus ikut
Jamsostek. Sejak tahun 2005, pertama kali bengkédleroperasi, baru
didatangi Disnaker itu dua kali, yang pertama nd¢msikami harus ikut
Jamsostek, terus datang sekali lagi untuk mendiagatNah, sekarang
ya kami mau ikut, karena kalau tidak ikut bisa djpea. Untuk

biayanya, bengkel yang tanggung, karena tidak muangami potong
lagi upah mereka yang sedikit ittr.”

% Wawancara dengan Agustinus B. Wijaya, pengeloM Rlbtor tanggal 22 Sebtember 2011
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Dari pernyataan pengelola bengkel RIJM tersebut disenpulkan, alasan
perusahaan tidak mengikutsertakan tenaga kerjaagla program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja adalah karena ketidak tahuaggb@a maupun pemilik
perusahaan tentang kewajiban mengikutsertakan deriagjanya pada
Program Jaminan sosial Tenaga Kerja. Alasan Peratikipun pengelola
tidak mengetahui adanya aturan ini adalah kareneekaetidak pernah
mendapat sosialisasi dari pihak Dinas Tenaga Kekgal, mereka tidak
pernah tahu, saat pengawas datang dan kemudian rikesmepengawas
hanya menyatakan bahwa mengikutsertakan Tenaga Kegla jaminan
Sosial Tenaga Kerja itu ada aturannya serta wajgkshnakan. Pengusaha
akan mendapat hukuman pidana apabila pengusahla tddaksanakan
aturan tersebut. Nampaknya pegawai pengawas bkitegagakerjaan dari
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Malang jugaktisi@njelaskan secara
detail dan rinci mengenai Program Jaminan Sosiakda Kerja. Terbukti
dari masih tidak pahamnya pengelola mengenai Jan8oaial tenaga Kerja,
yang mereka ketahui adalah keikutsertaan ini mé&ampaebuah keharusan.
Pengusaha menjadi takut dengan ancaman yang dKantgpengawas,
mengenai ketentuan pidana, kemudian perusahaamasemmgikutsertakan
tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial TeKaga. Jadi, bukan
kepedulian dan kesadaran perusahaan terhadap &anSiosial untuk
pekerjanya yang memotivasi mereka mengikutsertédaaga kerjanya pada
program Jaminan sosial Tenaga Kerja, melainkan nkareasa takut

pengusaha pada ancaman pidana.
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Pernyataan perusahaan mengenai tidak adanya sasialientang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja ternyata disebabkankdesngnya Sumber
Daya Manusia dan waktu yang dimiliki oleh Dinas dga Kerja Kota
Malang, seperti yang penulis telah bahas pada ma8tauktur. Namun,
ternyata ada juga kesan bandel dari pihak penguaésannya tentu karena
pengusaha harus didatangi sebanyak dua kali déh pengawas, baru
setelah itu pengusaha baru mau mengikutsertakaagdekerjanya pada
program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Selain itbars@nya dalam negara
hukum, seluruh anggota masyarakatnya dianggap sealadm hukum, jadi
tidak seharusnya ada alasan untuk pengusaha mksagatedak tahu
mengenai aturan atau hukumnya, dan kemudian ticakatankan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Idealnya dalamdinmiean sebuah
perusahaan apalagi yang berkaitan dengan memgak&erjorang lain,
pengusaha atau pendiri perusahaan sudah mempeélajpmengerti seluruh
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan itzerkarat dengan
usahanya, baik mengenai kewajiban pengusaha uripér,| ketentuan-
ketentuan mengenai pengupahan, ketentuan-ketenitoark menentukan
panjang waktu kerja, dan juga termasuk mengenai ajean
mengikutsertakan tenaga kerjanya pada program daam$8osial Tenaga
Kerja.

Tetapi walaupun perusahaan ini banyak memiliki kekgan berkaitan
kepeduliannya terhadap adanya peraturan perundafagigan dan Jaminan

Sosial untuk Tenaga Kerjanya, RJM Motor juga berlzlis apresiasi,
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mengenai kemauan pengusaha untuk membayar biayaala8osial Tenaga
Kerja tanpa memotong sedikitpun dari upah peké&gain itu, pengusaha
juga tidak mengancam untuk menutup usahanya, watauparus
mengeluarkan biaya lebih besar daripada sebelutnsikitia dalam program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Selain budaya kurang peduli yang dimiliki pengusaegperti yang
penulis utarakan sebelumnya, ternyata ada satuyhutEyi yang bisa
mengakibatkan peraturan perundang-undangan tigaknbenjadi efekitif.

“Kami pernah Mas, dekerubuti dan dipelototi samaygpeai SPBU

(nama tidak bisa penulis sebutkan) sambil dibeaggderti ini ‘pokoknya

kami (pegawai SPBU) tidak mau dipotong gaji, gagimk ini sudah

sedikit.” Waktu pengawas (Disnakersos) keliling akekan pengawasan.

Melihat itu, pengawas (pihak SPBU) mereka hanymdiaja®
Ternyata ada budaya dari buruh/pekerja yang mekkajubahwa mereka
belum siap menjalankan sistem asuransi. Sistem yhAggnakan dalam
Jaminan Sosial tenaga Kerja adalah asuransi. Rde@rjp hanya melihat
kenyataan saat mereka tidak diikutsertakan proglaminan Sosial Tenaga
Kerja, upah mereka utuh. Sedangkan saat ikutses@rgm Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, upah mereka terpotong.

Hasil wawancara penulis dengan pengawas Dinas aelagja dan
Sosial Kota Malang yang terdapat di halaman 53 pskriini juga
menunjukkan suatu budaya. Maksudnya adalah budaya mkngawas

sendiri. Mereka lebih memilih keadaan aman dan yarserta tidak terjadi

protes atau pergolakan. Walaupun sudah terjadiuspatanggaran yang

% Wawancara dengan Drs. Agung Hariadi tanggal 26eBeter 2011
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merugikan pekerja/buruh, padahal seperti yangdetaua ketahui dalam hal
hubungan kerja pekerja/buruh selalu berada di pygesig sangat lemabh.

Dalam wawancara penulis dengan wakil ketua KonBsieferikat
Pekerja Seluruh Indonesia Kota Malang, penelitiajugenemukan suatu
budaya hukum. Sebagai berikut:

“Biasanya malah kalau pemiliknya itu orang asingtugsahaan itu taat

hukum Mas. Kayak Samporna rokok itu misalnya. Ldengan yang

kepemilikan orang Indonesia, untuk menghindarinuéée JPK, mereka
bilang punya Klinik sendiri, tapi kenyataannya kgabagus daripada
milik PT.JAMSOSTEK.*’

Menurut wakil ketua Konfederasi serikat Pekerjauéi Indonesia Kota
Malang, yang sudah penuh pengalaman menjalankas ggpagai pembela
pekerja/buruh tersebut, memang ada budaya oramgroradonesia yang
tidak taat hukum. Jadi ketaatan hukum masyarakandsnesia masih kalah
dengan orang-orang asing yang datang ke Indonea@ahal hukum yang
dibuat adalah buatan orang Indonesia sendiri dalukukesejahteraan
masyarakat Indonesia sendiri.

Masih menurut wakil ketua Konfederasi SPSI Kotaldvig tersebut,
pengusaha yang merasa keberatan membayar iurak JiRKI sebesar 6%
perbulan berdalih akan melaksanakan JPK secara imaramun pada
kenyataannya JPK yang mereka selenggarakan tiddlaiksemilik

PT.JAMSOSTEK. Hal tersebut dilakukan hanya karenamikirkan

keuntungan semata dan tidak mempedulikan pekerjdibu

3" Wawancara dengan Bpk. Sunari, SE. Wakil ketua derfasi Serikat Pekerja Seluruh
indonesia Kota Malang. Tanggal 6 Oktober 2011
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Untuk itu penulis memberikan nilai tidak efektiftuk faktor kultural.
Penilaian ini juga tidak terlepas dari hasil parhgan jumlah buruh yang ikut
serta pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerjananasil perhitungan

tersebut merupakan salah satu bagian dari kulawr latidaya tempat hukum

dijalankan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesiampbahwa:

Pelaksanaan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomdalgin 1992
Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kota Malkampat tidak efektif.
Sesuai dengan teknik analisa data, dari tiga katggag diteliti, seluruhnya
mendapat nilai tidak efektif.

a. Faktor Substansial menjadi tidak efektif karéealapat pasal yang
memperbolehkan perusahaan untuk mengikutsertakaarjaduruhnya
pada sebagian program Jaminan Sosial Tenaga kst kategori
pidana bagi pelanggar hanya merupakan pelanggaran.

b. Faktor Struktur menjadi tidak efektif karena &amasan pada
perusahaan-perusahaan yang kurang ketat dan ktegag dari Dinas
Tenaga Kerja dan Sosial Kota Malang. PengawasarDdzas Tenaga
Kerja dan Sosial Kota Malang masih kurang dengarydnanengawasi
50 perusahaan setiap bulan dan berarti 600 peraisaegiap tahunnya.
Padahal jumlah total perusahaan di Kota Malang8&@aperusahaan.
Ketidaktegasan pengawas dalam menjalankan pengawasabuat
pengusaha menjadi semakin tidak taat pada peraflieabukti dengan
masih sangat banyaknya perusahaan di Kota Malang yasih ikut

Daftar Sebagian Program Jaminan Sosial Tenaga.Kerja
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c. Faktor Kultural menjadi tidak efektif karena ketaan pengusaha yang
cenderung memilih untuk mengambil keuntungan seddabganyaknya.
Selain itu, banyak pengusaha masih tidak mempé&atukesejahteraan
pekerja/ buruhnya. Dari jumlah 109.957 orang pekedruh di Kota
Malang hanya sekitar 37,6% atau sejumlah 41.410hgorgang
diikutsertakan pada program Jaminan Sosial TenagsgaKoleh
perusahaannya tempat pekerja/buruh tersebut bekBfgsinh ada
ditemui pengusaha yang tidak taat hukum karenaddahuan mereka
akan sebuah peraturan. Serta masih belum siapnymgiaa
pekerja/buruh untuk menerapkan pola atau sistemamsiu Mereka
masih berpikir tidak mau dipotong upahnya sedikitpu

B. Saran

1. Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Sosiah Wédlang Bidang
Pengawasan dan K3 harus ditambah, sehingga jundahmgncukupi
untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang paliadf tlalam 1 tahun
seluruh perusahaan di Kota Malang bisa didatangi.

2. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Malang dalaelaksanakan
pengawasan harus tegas. Maksudnya adalah bila aganuan
pelanggaran, jangan memberi toleransi lagi. Demtganikian pengusaha-
pengusaha dalam menjalankan usahanya akan meejtilli dan segan.
Karena peran penting ada dalam penegak peraturaMeg@genai masih
banyak pengusaha yang belum paham hukum, kemlggalkéa peranan

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Malang di fungsig selanjutnya
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yaitu tentang pembinaan. Dengan pembinaan dan pasga yang baik,
tentu hasil maksimal yang diharapkan dari dibenyakrperaturan
perundang-undangan akan tercapai.

3. Sebaiknya dilakukan peninjauan pasal 19 danl @&ayat (3) Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan sosmgeeKerja



